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HARMONISASI SISTEM HUKUM DAN PROGRAM LEGISLASI
NASIONAL

Nany Suryawati
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAKSI

Konsep harmonisasi hukum merupakan kerangka pikir yang mengedeparnkan
ketidakadilan sostal adalah akibei dart proses legislasl davl penguasa atau
pembentuk undang-undang, dan bukan karena kelemahan siruktural atau karena
tidak kondusifiya struktural sosial, politik, dan Fukum.

Flarmonisasi sistem huwkum berdasarkan nilai-nilai budayva dalam masyarakat di
Indonesia, difiwai Pancasila dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1943,
disamping itu berkaiian dengan budava hukum yang ada,

Harmonisasi sistem hukum nasional dapat terwwjud bila diawali dengan tahap-
tahap yang benar, sehingga sistem hukum nasional terangkai dalam suatu
tatanan yoang teratur dalam satu kesatuan vang wtuh, yoitu kerangka sistem
hutkrin nasional.

Prolegnas (Program Legislasi Nasional) berdasarkon nilai-nilai dasar yang
merupakan pedoman dalam pembangunan hukum yaitu menjomin integrasi
bangsa, demokrasi, membangun keadilan sosial dan membangun toleransi
beragama dan berkeadaban.

Prolegnas ini dilakukan juga di daerah/Prolegda (Program Legislasi Daerah)
bertufuan umtuk menata perencanaan dan pembuatan hukum  supaya lebih

terarah, baik, sinkron, konsisten dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional
berdasarkan Pancasila,

Kata kunei : Harmonisasi Sistem Hukum, Prolegnas.

PENDAHULUAN

Prinsip Negara Hukum dan prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menghendaki adanya suatu sistem
hukum, yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem,
artiya norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingkan norma hukum yang
lain.

Sistem hukum nasional merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah
unsur dan faktor tertentu baik intern domestik maupun ekstem internasional, yang
diolah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kerangka sistem
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hukum nasional memual semua peraturan perundang-undangan sebagai suatu
sistem yang utuh,

Kerangka hukum ini harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama
hukum-hukum yang menyvangkut hak asasi manusia yang bersifat terbuka

Prolegnas ( Program Legislasi Nasional ) schagai suatu program pengembangan
perundang-undangan di Indonesia , untuk menuju kepada sistem peraturan
prundang-undangan yang harmonis, konsisten dan terintegrasi, vang dijiwai oleh
Pancasila dan bersumber Undang-Undang Dasar 1945, demi mewujudkan
ketertiban, menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum.

Apabila sistem peraturan perundang-undangan ini telah terintegrasi dan tidak
saling bertentangan, maka akan terbentuk konsep harmonisasi hukum sehingga
dalam penerapannya, tidak ada lagi konflik norma, sehingga judicial review-pun
tidak ada lagi.

Pemikiran Konsep Harmonisasi Hukum

Menurut Johm Rawls keadilan merupakan suatu  nilai yang mewujudkan
keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi
Zsn fujuan bersama, dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan “justice as
Girness”, yang kemudian menjadi “sosial fustice”, sebagal ".....the primary
swivect of justice is the basic structure of society, or more exacily, the way in
which the major sosial institutions distribute fundamenial rights and duties and
determine the devision of advantages from sosial cooperation™ = “the major

sosial institution”™, “.....the political constitution and the principal economic and
sosial arrangements . Kerangka pikir yang demikian memberikan kesimpulan
saihraa ketidakadilan

soszal adalah akibat dar proses legislasi dari penguasa atau pembentuk peraturan
perundang-undangan dan bukan merupakan akibat dari kelemahan struktural dan
Sisk kondusifnya strukiur sosial, politik dan ekonomi. Prespektif ini vang disebut
sermonisasi hukum dalam proses pembentukkan peraturan perundang-undangan,
sehegal suatu kebutuhan vang perlu segera dilakukan sekaligus mengeliminir
L=mungkinan timbulnya ketidakadilan.

Fmdangan Rawls ini sementara dinilai dapat diaplikasikan pada negara-negara
serkembang termasuk Indonesia, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari asas
e=Sebesan dan persamaan warga negara serta perlindungan bagi kaum marginal
samg berada dalam stratifikasi sosial yang rendah karena berada dalam struktural
ey tidak adil.
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Menurut Rudolf Stammler prinsip-prinsip  hukum  yang  adil  mencakup
harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan umum / “a fust fow aims
at harmonizing individual purposes with that of society” yang berarti keadilan
akan terwujud dengan adanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, karena
itu keadilan mutlak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan berdasarkan
niai-nilai dasar hukum, vaitu keadilan, kemantfaatan dan kepastian hukum.

Harmonisasi Sistem Hukum Berdasarkan Nilai-nilai Buodaya dalam
Masyarakat !

Pembangunan hukum  vang meliputi  perencanaan, pembentukkan dan
pembaharuan hukum nasional, dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem
hukum nasional vang harmonis, dalam arti selaras, serasi dan seimbang scria
terintegrasi untuk menghadapi dekade vang akan datang, dan tetap berada dalam
kerangka sistem hukum nasional.

Asas hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada Undang-Undang
Dasar 1945, merupakan dasar utama untuk menciptakan kepastian hukum di
dalam keseluruhan sistem hukum nasional. Secara konseptual kerangka sistem
hukum nasional meliputi unsur-unsur substansi hukum, strukiur hukum beserta
kelembagaannya dan budaya hukum yang mengandung nilai-nilai kepatutan.

Substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang
berada dalam sistem atau bagaimana lembaga-lembaga itu berproses, juga
meliputi produk yang dihasilkan oleh orang vang berada di dalam sistem tersebut
(the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions
should behave ).

Struktur hukum adalah sistem hukum secara menyeluruh atau kerangka yang
memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sebagai suatu badan
institutional dari sistem yng membatasi proses, meliputi institusi-institusi dan
aparatur penegak hukum (the structure of a system is its skeletal framework, it is
the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones
that keep the process flowing within bounds).

Budaya hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (how is wsed
avoided or abused), yang meliputi gagasan-gagasan yang dominan, kebiasaan-
kebiasaan, cara berpikir dan cara betindak, baik aparat penegak hukum maupun
warga masyarakat (refers, then to those parts of general culture-customs,
opinions, ways af doing and thinking that bend sosial forces toward or away from
the law and in particular ways }

B,
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Pemikiran sistemik harmonisasi hukum ini memerlukan kerangka dan konsep
dasar yaitu pola pikir yang berawal dari Pancasila. dan konsep negara hukum serta
prinsip pemerintahan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga
memperhatikan rasa keadilan dan mengakomodir aspirasi vang berkembang
dalam masyarakat, Keberadaan sistem hukum nasional vang sedang berjalan
(existing legal sysrem) meliputi substansi hukum yaitu tata hukum yang terdiri
dari tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak
tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal
vaitu asa hukum yang melandasinya, struktur hukum beserta kelembagaannya
vang terdiri dari berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan
para pejabatnya dan budaya hukum yang meliputi sikap serta perilaku para pejabat
dan warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat
yang berkaitan dengan unsur-unsur yang lain,

Realitas keberadaan hukum nasional dan penegakkannyva untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik sekaligus bersih, pada skala nasional, regional dan global,
berinteraksi antara 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Paradigma Pancasila, konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan
konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta rasa keadilan dan
aspirasi vang berkembang dalam masyarakat,

2. Keberadaan sistem hukum nasional meliputi unsur-unsur substansi hukum,

struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum,

. Realitas keberadaan hukum nasional dan penegakkannya dalam prakiek pada

skala nasional, regional dan global akan menghasilkan suatu wawasan pokok-
pokok pikiran hukum.

Lad

Wawasan dan pokok-pokok pikiran hukum ini akan mencetuskan konsep
harmonisasi sistem hukum, yang mendasari perumusan perencanaan hukum
flegislation plapning) dan proses pembentukan hukum (law making process),
melalui peraturan perundang-undangan, dan pada akhirmya akan tercipta peraturan
perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang,
terintegrasi dan konsisten seria taat asas, sebagai hasil produk dari proses
harmonisasi hukum, sehingga tidak diperiukan lagi judicial review.

Harmonisasi Sistem Hukum Nasional

Sistemn hukum nasional dapat terwujud melalui pembinaan vang terarah dimulai
dari tahap perencanasn hukum, pembentukkan hukum, penerapan dan
penegakkannya, schingga semua komponen sistem hukum nasional terangkai
dalam suatu tatanan yang teratur dan saling berhubungan antara satu dengan
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lainnya secara harmonis dalam satu kesatuan yang utuh yaitu kerangka sistem
hukum nasional.

Fuller mengemukakan adanya persyaratan dalam pembentukkan undang-undang
sechagai instrumen utama sistem hukum nasional, khususnya dari substansinya
yang berkaitan dengan berbagai kompleksitas, antara lain keterkaitan pengaturan
berbagai bidang yang semakin kompleks serta adanya pengaruh global dari sistem
hukum Anglo-American {common law system), yang mempengaruhi kehidupan
hukum di Indonesia, dan, kesemuanya ini harus diperhatikan  serta
dipertimbangkan demi mewujudkan harmonisasi sistem hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui suatu proses harmonisasi
sosial, akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena menjanjikan
adanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya
adalah seluruh peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai filosofis,
nilai sosiologis, dan nilai yuridis, artinya peraturan perundang-undangan itu
memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Nilai
sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat
dan nilai yuridis yang sesuai dengan kefentuan perafuran perundang-undangan
yang berlaku,

Wilai flosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis ini hanya dapat terwujud apabila
pembeniukan peraturan perundang-undangan mampu mewujudkan keserasian,
keselarasan, keseimbangan serta menampakkan suatu alur konsistensi dan taat
asas, Pembentukkan peraturan yang tidak konsisten dan tidak taat asas, akan
menjadikan masyarakat tidak mau mengandalkan peraturan yang ada schagai
perangkat norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu,
konsistensi dan taat asas dalam penyelenggaraan hukum disebut kepastian hukum.

Pergeseran sistem hukum nasional dari sistem hukum Eropa Kontinental (civil law
system) vang secara historis dianut Indonesia, ke sistem hukum Anglo American (
common law system) adalah akibat masuknya pengaruh unsur-unsue sistem hukum
Anglo American melalui Badan-badan Internasional antara lain proyek ELIPS
{Economic Law and Improved Procurement System) yang didanai oleh United
State Agency for International Development (US-AID) dan beberapa Badan
Internasional lainnya.

Setiap negara merdeka memiliki sistem hukum nasionalnyva sendiri, oleh karena
ity berbeda satu dengan lainnya, sehingga dalam pergaulan internasional dan
dalam hubungan perdagangan antar negara cra globalisasi ini mendorong
terjadinya liberalisasi ekonomi dan kompetisi pasar bebas, sehingga menimbulkan

M
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akibat-akibat terhadap ketertiban hukum, perlindungan hukum dan kepastian
hukum.

Program Legislasi Nasional ( Prolegnas )

Sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum Pancasila yaitu sistem hukum
yang mengandung berbagai nilai kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan ke
dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur vang baik
saja, karena sistem hukum Pancasila yang berakar pada budaya bangsa Indonesia
merupakan kaidah penuntun arah pembangunan hukum uniu mencapai tujuan
nasional,

Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum, vaitu ;

1. Hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara

territorial maupun ideologis. Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi

{substansi) yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah

maupun ideologi, yang dapat memecahbelah keutuhan bangsa dan negara

Indonesia.

Hukum harus membangun secara bersamaan demokrasi dan nomokrasi, artinya

hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas

melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. Hukum di Indonesia
harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak berdasarkan jumlah
pendukung,

3. Hukum harus membangun keadilan sosial, dan tidak mentolerir munculnya
bukum-hukum yang mendorong terjadinya jurang sosial ekonomi karena
adanya eksploitasi oleh vang kuat terhadap yang lemah tanpa adanya
perlindungan negara, karena itu hukum harus mampu menjaga agar yang lemah
tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yeng sudah pasti akan
menang.

4. Hukum harus membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak
boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok tertentu
berdasarkan besar/ kecilnya jumlah pemeluk agama tersebut, karena Indonesia
bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, oleh karena itu hukum
negara tiak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus
dan wajib memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan jika warganya
dkan melaksanakan ajaran agamanya karena keyakinan dan kesadarannya
sendin,

Bd

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan

Perundang-undangan, mengatur lentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan
dan hierarkhinya, materi muatan dan prosedur yang harus ditempuh melalui
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koordinasi tertentu (Undang-undang ini dibuat karena dalam amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 tidak ada lagi Ketetapan MPR ).

Undang-undang ini juga memuat ketentuan tentang Program Legislasi Nasional
{Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Adanya Prolegnas ini
untuk mencegah tejadinya kesemrawutan perencanaan dan pembuatan undang-
undang, sckaligus membatasi para pembuat undang-undang untuk mengusulkan
rancangan undang-undang secara tiba-tiba tanpa kajian mendalam terlebih dahulu,
terutama keselarasan, keserasian dan keseimbangan dan rasa keadialan dalam
masvarakat,

Prolegnas ini pada dasamya merupakan pedoman dalam menghasilkan undang-
undang vang baik, sinkron, terarah dan konsisten serta terintegrasi dalam sistem
hukum nasional berdasarkan Pancasila, tetapi pada kenvataannya masih sering
dijumpai undang-undang vang isinya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), karena secara vertikal tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945
atau secara horizontal wmpang tindih dengan undang-undang lain, sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengatakan Prolegnas
adalah instrumen perencanaan dan pembentukan undang-undang vang disusun
secara berencana, terpadu dan sistematis, dengan memuat potret rencana hukum
dalam periode tertentu disertai prosedur yang harus ditempuh dalam
pembentukkannya, demikian juga dengan Prolegda. Hal ini dimaksudkan agar
supaya ada jaminan konsistensi antar peraturan perundang-undangan dan agar
setiap peraturan peundang-undangan dapat menjadi aliran nilai kaidah-kidah
penuntun hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimchonkan
Jjudicial review berjumlah 15 undang-undang yang sudah disahkan dalam sidang
paripuma DPE, hal ini menunjukkan bahwa Prolegnas kurang dapat diterapkan
secara matang seperti yang diharapkan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya
perbaikan dalam hal prosedur, materi, konsistensi dan koordinasi pelaksanaan
Prolegnas, termasuk juga upaya untuk menghentikan perilaku pembuat undang-
undang yang membuat rancangan undang-undang tanpa berpijak kuat pada
Prolegnas, walaupun dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun
2004 berisi “Dalam keadaan tertemtu, Dewan Perwskilan Rakyat atau Presiden
dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar Program Legislasi Nasional®,
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Penutup

Harmonisasi sistem hukum diartikan sebagai upaya atau proses penvesuaian asa
dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan
keadilan, serta mengatasi hal-hal yang bertentangan antara norma-norma hukum
dalam peraturan perundang-undangan, schingga terbentuk peraturan perundang-
undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, scimbang dan
terintegrasi serta konsisten , dan taat asas.

Adanya harmonisasi sistem hukum imi akan mewujudkan terbentuknya peraturan
perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan
pedoman Prolegnas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, agar dapat
mewujudkan tujuan bangsa dan Negara Indonesia dalam mencapai keadilan dan
kepastian hukum, sekaligus mengeliminir permohonan judicial review.
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